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Motto 

 

Untuk mencapai angka 10 tidak harus dengan 5+5 tetapi bisa 

dengan 6+4 atau 9+1 atau bahkan 100-90, begitupun untuk 

mencapai kesuksesan tidak harus dengan satu cara, melainkan 

banyak cara untuk mencapai kesuksesan tersebut, jadilah 10 

dengan versi terbaikmu, jangan takut untuk jatuh dan jikapun 

jatuh jangan ragu untuk bangkit kembali,tanamkan selalu pada 

diri PASTI BISA jangan takut untuk mencoba karena kegagalan 

sesungguhnya dalam hidup ini ialah tidak mencoba sama sekali. 
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ABSTRAK 

 

Migel M Al-Parisy (2023):  Analisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Dalam Negeri 

No 9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pelaku 

Nikah Sirrih Pada Dinas Kependudukan dan 

Pecatatatn Sipil Bangkinang Perspektif Maqashid 

Al-Syariah 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pelaksaan penggunaan surat pernyataan 

tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah yang mengacu 

pada Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 

Kepemilikan Akta Kelahiran, dan ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah. 

Dengan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana penggunaan percepatan Surat 

Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam 

pembuatan akta kelahiran di capil Bangkinang, (2) Bagaimana Analisa terhadap 

penggunaan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai 

pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri 

perspektif maqashid syari‟ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

lapangan (field research), dengan langsung datang ke lokasi penelitian di kantor 

kependudukan dan catatan sipil bangkinang. Dalam penelitian digunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara bebas terpimpin, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian yang 

telah dilaksanakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penggunaan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi pelaku nikah sirri boleh berdasarkan 

PERMENDAGRI No 9 tahun 2016 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwasannya 

ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran 

anaknya tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan 

menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai 

pasangan suami istri, kebenaran pengunaan SPTJM sebagai pasangan suami isteri 

sebagai pengganti akta nikah untuk sebagai inovasi upaya percepatan dalam 

proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran 

orang dewasa yang status hubungan orang tua pada KK menunjukkan status 

hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri dan ditinjau dari perspektif 

maqashid al-syariah sebagai unsur pokok tujuan hukum islam penggunaan 

SPTJM sebagai solusi menjadi cara perkembangan nilai-nilai yang terkandung 

dalam hukum islam untuk mengatasi anak hasil  pernikahan sirri demi 

kemaslahatan anak dan istri yang terdapat pada pasal 4 ayat 2. 

 

Kata Kunci: Pencatatan, SPTJM, Maqashid Syariah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya,baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. 

Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai 

jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
1
 

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau 

zawaj. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadits Nabi. Al-Nikah 

mempuyai arti Al-Wath‟i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-Jam‟u atau ibarat, 

anal wathwaalaqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, 

jima‟ dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang 

membolehkan terjadinya istimta‟ (persetubuhan) dengan seorang wanita, 

selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan 

sebab keturunan atau seperti sebab susuan. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di 

Indonesia ini bersifat pluralistik, karena adanya beraneka ragam Undang-

Undang yang mengatur tetang Perkawinan. Peraturan Perundang-undangan itu 

meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan serta berbagai Peraturan Pelaksananya. Didalam 

                                                             
1
 H.M.A Tihami dan Soehari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6. 



 

 

2 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dicantumkan pengertian 

perkawinan, namun dalam pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa ‚Undang-

Undang memandang soal perkawianan hanya dalam hubungan-hubungan 

perdata‛. Hubungan-hubungan perdata ini di konsepkan sebagai ikatan–ikatan 

yang berkaitan dengan kepentingan suami istri. Hubungan diantara keduanya 

tidak ada hubungannya dengan agama. 

Pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk membuktikan 

bahwa seseorang telah menikah maka harus ada Akta Nikah atau akta 

perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pencatatan 

perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang 

berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor 

Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan 

penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.
2
 Tujuan 

pencatatan nikah adalah melindungi pernikahan yang dilakukan oleh 

masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan 

tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
3
 

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk 

ketentuan baru. Dalam Al-qur‟an hal ini dapat diqiyaskan kepada pencatatan 

                                                             
2
Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya (Surabaya: 

UIN SA Press, 2014), 28.  
3
 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 

107. 
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mudayanah (hutang piutang) yang dalam situasi tertentudiperintahkan untuk 

mencatatnya
4
, yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 yakni:  

                          

                   

                              

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya.”
5
 

 

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus 

dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan agung dan sacral lebih 

utama lagi untuk dicatatkan. Mencatatkan perkawinan mengandung 

kemaslahatan dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. 

Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan 

perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan disalahgunakan oleh pihak- 

pihak yang melakukan perkawinan untuk kepentingan pribadi dan merugikan 

pihak lain, terutama istri dan anak-anak. 

Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta 

Nikah dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya peraturan tentang 

                                                             
4
 Yusar, ‛ Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam dan 

Undang Undang No. 1 Tahun 1974‛, https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-

perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-no-1-tahun-

1974/,‛ 27 juli 2019‛. 
5
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000) 562 



 

 

4 

Undang-Undang Perkawinan ada pula yang hanya karena sekedar lalai dan tak 

taat hukum dan terkadang orang awam menyebutkan dengan kata nikah 

dibawah tangan bahkan ada pula yang menyebutkan nikah sirri. Dengan 

adanya perkawinan maka seseorang dapat mendapatkan keturunan dan 

melanjutkan nama keluarga.
6
 

Menurut pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

perkawinan menyebutkan bahwa ‚Anak sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
7
 Maka anak yang dilahirkan 

dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung 

dengan hak-hak keperdataan yang langsung melekat pada dirinya, sebaliknya 

dalam pelaksanaan tentang perlindungan anak,permasalahan timbul mengenai 

status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang 

sah. 

Anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dapat 

dikategorikan dilahirkan dari hasil nikah sirri atau tidak dicatatkan atau anak 

hasil hubungan luar nikah. Anak luar kawin ini meskipun predikatnya sama-

sama anak akan tetapi kedudukan hukumnya berbeda dengan anak sah. 

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 43 ayat 1 yaitu ‚anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya‛. Dari ketentuan ini anak yang lahir di luar kawin tidak 

mempunyai hubungan sama sekali dengan ayah biologisnya.
8
 

                                                             
6
 Soetojo Prawirhamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di 

Indonesia, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28-29. 
7
 Lihat pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

8
 Lihat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 



 

 

5 

Akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam 

rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum 

seseorang. Maka perlu adanya bukti-bukti yang kuat sehingga bukti itu dapat 

dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang. Namun 

karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pembuatan identitas anak 

berupa akta kelahiran ini, sehingga masih banyak anak Indonesia yang 

identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran.Sehingga secara de jure 

keberadaan anak-anak tersebut dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini 

berakibat anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan 

kewarganegaraannya tidak terlindungi keberadaannya.
9
 

Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur 

yang telah di tetapkan dalam instansi pelayanan yang telah mendapat 

wewenang dalam mencatat kelahiran. Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 

Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa‚persyaratan pencatatan 

kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu a). Surat keterangan lahir 

dari dokter/bidan/penolong kelahiran b). Akta nikah/kutipan akta perkawinan 

c). KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga d). KTP-

el orang tua/wali/pelapor e). Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang 

asing.
10

 

                                                             
9
 Em Bagus Sulthonil Auliya, ‚Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak 

Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten 

Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)‛ (Skripsi--Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018), 6. 
10

 Lihat Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran 
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Dalam pasal ini sangat jelas dikatakan bahwasannya ketika ingin 

membuat akta kelahiran seorang anak maka dibutuhkan adanya akta nikah 

atau kutipan akta perkawinan, namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 4 

ayat 2 Peraturan ini menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan 

suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anaknya tetapi tidak 

memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan menggunakan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami 

istri. Dalam hal ini jelas sangat bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus 

dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku.
11

 

Kedudukan Maqashid Syari‟ah sebagai unsur pokok tujuan hukum 

menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam 

untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu pentingnya 

penggunaan ilmu maqashid syari‟ah disini dan sangat bermanfaat yang mana 

nantiknya akan menjadi alat untuk menganalisis dan untuk mengistimbatkan 

tentang hukum percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi pelaku 

nikah sirri yang mana dalam pasal 4 ayat 2 bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 

undang-undang no 1 tahum 1974.   

Tujuan penetapan hukum yang sering dikenal dengan istilah maqashid 

syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. 

Karena begitu pentingnya maqashid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum 

menjadikan maqashid syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh 

                                                             
11

 Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
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mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid syari'ah 

adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau 

menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari 

maqashid syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam 

Islam harus bermuara kepada maslahat.
12

 

Dengan demikian, terdapat sedikit kerancuan tentang prosedur dalam 

pembuatan akta kelahiran anak tanpa menggunakan akta nikah yang diganti 

dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sebagai pasangan suami istri 

tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas 

akhir atau skripsi dengan judul, “ANALISA SURAT PERNYATAAN 

TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG PERCEPATAN 

CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAKU NIKAH 

SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan 

benar dan tepat,perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan penelitian 

ini jelas dan fokus sebagai berikut: 

1. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai 

pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. 

2. Analisa terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran 

bagi pelaku nikah sirri perspektif maqashid syari‟ah. 

                                                             
12

 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al‟Syariah dalam Hukum Islam (Jurnal : Sultan Agung 

Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 118 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka ada beberapa 

rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini, antara lain : 

1. Bagaimana penggunaan percepatan Surat Penyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta 

kelahiran di capil Bangkinang? 

2. Bagaimana Analisa terhadap penggunaan Surat Penyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan 

akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif maqashid syari‟ah. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 

duplikasi dari kajian / penelitian yang telah ada.13 

Penelitian penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam 

pembuatan akta kelahiran anak ini belum ada yang mengkajinya, akan tetapi 

ada skripsi terdahulu yang hampir sama mengkaji dalam aspek tersebut. 

Em Bagus Sulthonil Auliya (2018). Skripsi ini berjudul ‚Analisis 

Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-

Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang 

(Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Penelitian 

                                                             
13

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk 

Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) 8. 
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ini menyimpulkan bahwa dalam pelayanan pencatatan kelahiran anak yang 

tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Lumajang berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

sudah tidak relevan dengan perlindungan anak karena dalam Undang-Undang 

tersebut mewajibkan Penetapan asal-usul anak melalui Pengadilan, maka akan 

sedikit memperlampat proses anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai 

warga negara Indonesia.
14

 

Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang 

digunakan yaitu tentang pembuatan Akta Kelahiran bagi anak hasil dari 

pelaku pernikahan sirri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan 

Tambang. Persamaannya adalah sama-sama tentang pembuatan akta kelahiran 

anak. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan di atas, maka 

dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penggunaan percepatan cakupan kepemilikan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta 

nikah dalam pembuatan akta Kelahiran. 

2. Untuk mengetahui analisis terhadap penggunaan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam 

                                                             
14

 Em Bagus Sulthonil Auliya, ‚Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak 

Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten 

Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)‛ (Skripsi – 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018). 
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pembuatan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif maqashid 

syari‟ah. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun Kegunaan dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya baik 

untuk pembaca, penulis sendiri, dan khususnya pada mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari 

dua aspek yaitu : 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang ilmu hukum keperdataan bagi para akademisi, 

mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dalam 

penggunanan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan Akta 

Kelahiran menurut pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomer 9 Tahun2016 

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan penyadaran 

terhadap masyarakat luas khususnya yang melakukan pernikahan yang 

tidak dicatatkan akan pentingnya pembuatan akta kelahiran anak agar 

setiap anak yang lahir mendapatkan hak-haknya sesuai yang tertera dalam 

Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia ini. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi 

ini, penulis akan mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapuns 

sistematika pembahasan pada skripsi yaitu :  

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan dan 

pencatatan kelahiran. Tentang pencatatan perkawinan meliputi pengertian 

pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dalam hukum positif di 

Indonesia, pencatatan perkawinan menurut hukum Islam, serta syarat dan 

rukun pernikahan. Tentang pencatatan kelahiran meliputi pengertian 

pencatatan kelahiran, prosedur pencatatan kelahiran, dan dasar hukum 

pencatatan kelahiran. Dan tentang Maqashid Syariah dan pembagiannya. 

Bab ketiga adalah tentang metode penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber 

data, Teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan Teknik penulisan. 

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan penggunaan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah dalam 

pembuatan Akta Kelahiran. Hal ini meliputi analisis penggunaan surat 

pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam 
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Permendagri No. 9 tahun 2016. yang berisi alasan dibolehkannya penggunaan 

SPTJM sebagai pengganti akta nikah, dan Bagaimana Analisis  Terhadap 

Penggunan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai 

pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (pasal 4 ayat 2 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi pelaku nikah sirri 

perspektif maqashid syari‟ah. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN  

DAN PENCATATAN KELAHIRAN 

 

A. Pencatatan Perkawinan 

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administrasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi 

yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan 

Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam) yang ditandai dengan 

penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah dan Kartu Nikah untuk kedua 

mempelai.
15

 

Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dan 

terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari 

pihak calon istri dan adanya kabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak 

laki-laki dengan dihadiri saksi; dua atau satu orang muslim laki-laki dan 

dua orang muslim perempuan dan adanya mahar. Unsur-unsur tersebut 

dinamakan dengan rukun pernikahan, dan setiap rukun dari pernikahan ada 

syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi rukun adanya ijab qabul 

adalah ijab qabul harus dilaksanakan dengan jelas, selaras, dan 

berkesinambungan.
16

 Wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi 

syarat, seperti persamaan agama dan baligh. Begitu juga dengan 

                                                             
15

 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya 

(Surabaya: UIN SA Press, 2014), 28. 
16

 Abdurrahman Al- Jaziri, Al-Fiqh ala- Al Mahdzahib al- Arba‟a, juz V (Beirut : Dar al-

Fikr, 1980) 12-14. 
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saksi,namun terkait dengan saksi para ulama berbeda pandangan dalam 

menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam 

aturanhukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan kompleksitas 

kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan pembaruan 

terkait pernikahan, dan negara-negara Muslim menyadari bahwa kontak 

perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat 

disimpan dan dijadikan sandaran yang jelas.
17

 

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencatatan 

perkawinan diatur dalam: 

a. Undang-Undang No 22 Tahun 1946 

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa : 

1) Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut 

nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh 

Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan 

rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. 

b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) 

menyatakan : 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-   undangan 

yang berlaku. 

                                                             
17

Asep Saepudin Jahar dkk. Hukum Keluarga,Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-

undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 25.  
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c. PP Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun  

1974 tentang Perkawinan. 

Pasal 2 

1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 

tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. 

2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 

agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 

Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 

berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai 

peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan 

sebagaimana ditetukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah. 

d. Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018  

Pasal 2 

1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan. 

2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. 
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3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: 

a) Pendaftaran kehendak perkawinan; 

b) Pengumuman kehendak perkawinan; 

c) Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan 

d) Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan. 

e. Kompilasi Hukum Islam. 

Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan keharusan 

pencatatan perkawinan ini pada: 

Pasal 5 

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap perkawinan harus dicatat. 

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU 

No. 22 1946 jo. UU No. 32/1954. 

Pasal 6 

1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan 

harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah. 

2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Pasal 7 

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah 

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
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Dalam pasal-pasal KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan 

sah apabila terdapat pegawai pencatatan pernikahan yang resmi sesuai 

dengan kewenangannya hadir dalam prosesi pernikahan atau jika 

didaftarkan. Tidak terpenuhinya pendaftaran perkawinan dapat berakibat 

pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan 

akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar secara hukum. Ini berarti, KHI 

tidak memberikan ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, 

KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas 

perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak menganggap 

perkawinan batal secara agama jika pihak–pihak yang terkait hanya tidak 

mendaftarkan perkawinan mereka. Tampak jelas, KHI tidak ingin secara 

jauh melenceng dari doktrin hukum klasik perkawinan. KHI tampaknya 

mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dalam pasal 2 

ayat (1).
18

 

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk 

ketentuan baru. Baik al-Qur‟an maupun Hadis tidak menyebutkan secara 

tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Perlunya dilakukan 

pencatatan perkawinan dalam al-Qur‟an dapat dipahami dari Q.S al 

Baqarah 2: (282) berikut ini: 
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 Asep Saepudin Jahar dkk. Hukum Keluarga,Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-

undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 26. 
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 “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu 

mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya”.
19

 

 

Ayat ini memang hanya memerintahkan untuk menuliskan 

transaksi bisnis,akan tetapi tujuan atau maqasid asysyari‟dariayatini adalah 

untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam transaksi dikemudian hari. Perkawinan memiliki 

kesamaan illat dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga 

menimbulkan hak dankewajiban bagi yang terlibat.
20

  

Menuliskan atau mencatatkan perkawinan juga bertujuan untuk 

menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak 

yang terlibat. Secara tidak langsung ayat tersebut tidak hanya berlaku 

untuk transaksi muamalah, tetapi semua transaksi. Cukup masuk akal bila 

dikatakan bahwa untuk transaksi bisnis saja Allah memerintahkan untuk 

menuliskan. 
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 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000) 562 
20

 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 35. 
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4. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Dalam hukum islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun 

perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya 

salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam 

perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika 

salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.
21

 

Rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam 

suatu perkawinan.
22

 Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima 

dan masing masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun 

rukun beserta syarat syaratnya yaitu : 

a. Calon suami, syarat-syaratnya: 

1) Beragama Islam  

2) Laki-laki 

3) Jelas orangnya  

4) Dapat memberikan persetujuan  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

b. Calon istri, syarat-syaratnya:  

1) Beragama, meskipun yahudi atau Nasrani  

2) Perempuan  

                                                             
21

 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. (Yogyakarta: 

Liberty, 1982), Hal. 30 
22

 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya UIN SA 

Press, 2014), 37. 
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3) Jelas orangnya  

4) Dapat dimintai persetujuan  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:  

1) Laki-laki  

2) Dewasa  

3) Mempunyai hak perwalian  

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:  

1) Minimal dua orang laki-laki,  

2) Hadir dalam ijab qabul  

3) Dapat mengerti maksud akad  

4) Islam  

5) Dewasa 

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:  

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai  

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 

tersebut.  

4) Antara ijab dan qabul bersambungan.  

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.  

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji 

atau umrah. 
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7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang 

yaitu calon mempelai atau wakil mempelai, wali dari mempelai 

wanita dan dua orang saksi.
23

 

 

B. Pencatatan Kelahiran 

1. Pengertian Percatatan Kelahiran 

Pada pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa ‚Pencatatan Sipil adalah 

pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register 

pencatatan sipil pada instansi pelaksana‛. Dalam pasal 1 ayat (17) Undang-

Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula 

bahwa ‚Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, 

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama 

dan perubahan status kewarganegaraan‛.
24

 Dari pejabaran diatas dapat 

disimpulkan bahwa pencatatan kelahiran adalah pencatatan peristiwa 

penting tentang kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register 

pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 

Produk dari Pencatatan Kelahiran adalah sebuah Akta Kelahiran. 

Akta merupakan dokumen negara yang sangat penting, karena dalam 
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setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kamatian, perkawinan, dan 

perceraian dengan adanya sebuah akta dapat membawa akibat hukum bagi 

kehidupan yang bersangkutan ataupun orang lain. Dengan adanya akta 

akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta 

kelahiran adalah tanda bukti yang berisi identitas diri anak yang wajib 

diberikan sejak kelahirannya, yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal 

lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua. 

Akta kelahiran dicatat dan disimpan dikantor catatan sipil dan 

kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri 

seorang anak, tentang kepastian hukum anak itu sendiri. Untuk pelaporan 

kelahiran, diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependuduakan pasal 27 yang berisi bahwa: 

a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi 

pelasana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 

b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat 

pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan 

akta kelahiran. 

Dari penjelasan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 27 akta kelahiran memiliki manfaat yang begitu 

besar karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta 

kelahiran. Namun tidak jarang masyarakat diluar sana yang enggan 
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mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda mengurusnya karena 

berbagai macam alasan. Padahal idealnya pembuatan akta kelahiran itu 

dilakukan dalam kurun waktu paling lambat 60 hari sejak hari pertama 

persalinan
25

.Maka seharusnya setiap kelahiran haruslah dilaporkan dengan 

cepat sehingga mendukung upaya pemerintah untuk pencatatan 

kependudukan secara akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
26

 

Akta kelahiran pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat 

jenis
27

 yaitu:  

a. Akta kelahiran umum 

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan 

berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang 

ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu 60 hari kerja sejak 

peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa 

hanya selama 10 hari kerja. 

b. Akta kelahiran istimewa  

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan 

berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati 

batas waktu pelaporan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 

Adapun batasan waktu yang dilampaui adalah 60 hari kerja. 
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  Supardi. S.Hut.T, wawancara, Bangkinang 19 September 2022  
27
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c. Akta kelahiran luar biasa  

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan 

oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman revolusi antara  45 1 Mei 1940 

sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di 

wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat. 

d. Akta kelahiran tambahan  

Akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir 

pada tanggal 1 Januari 1967 sampai dengan 31 Maret 1983, yang 

tunduk pada Stb.1920 No.751 jo.1927 No.564 dan Stb.1933 No. 75 jo. 

1936 No. 607. 

Adapun fungsi dari Kantor Catatan Sipil mengeluarkan Akta 

Kelahiran adalah:  

a. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara 

sah di depan hukum, karena didalam akta disebutkan nama bapak dan 

ibu dari anak tersebut. 

b. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang 

dilahirkan dan diakui oleh negara. Dengan adanyanya akta kelahiran 

ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak 

kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, 

hak atas pemukiman, dan hak atas perlindungan sosial.  



 

 

25 

Dalam proses pembangunan nasional akta kelahiran juga memiliki 

peranan yang sangat penting karena dapat memberikan manfaat bagi 

individu dan pemerintah adapun manfaat tersebut yaitu:  

a. Pribadi/individu: 

1) Menentukan status hukum seseorang.  

2) Merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka dan hadapan hakim.  

3) Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.  

b. Pemerintah:  

1) Meningkatkan tertib administrasi Negara  

2) Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan.  

3) Pengawasan dan pengendalian.  

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-

akta yang didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil dapat mempunyai 

kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. 

Karena akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil bersifat mengikat 

terhadap mereka yang berkepentingan. 

2. Prosedur Percatatan Kelahiran 

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon dalam 

pengurusan akta kelahiran adalah
28

:  

a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;  

b. Akta nikah/ kutipan akta perkawinan;  

c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;  
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d. KTP-el orang tua/ wali/ pelapor; atau  

e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. 

Bagi anak yang tidak diketahui asal usul atau keberadaan 

orangtuanya maka dilakukan dengan: 

a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau 

b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani 

oleh  wali/ penanggung jawab. 

Pencatatan kelahiran bagi WNI yang bertempat tinggal diluar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke 

Indonesia harus memenuhi persyaratan
29

: 

a. Surat keterangan kelahiran.  

b. Buku nikah/kutipan akata perkawinan atau bukti nikah perkawinan 

lainnya;dan 

c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen 

Perjalanan orang tua; atau 

d. Surat pindah luar negeri. 

Namun, apabila dalam hal persyaratan berupa surat keterangan 

lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi,makapemohon 

melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Dan jika dalam hal 

persyaratan berupa akta kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon 

melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. SPTJM 

yang dimaksud dalam hal ini adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan 
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tanggung jawab penuh atas kebenaran data yang diberikan dengan di 

tandatangani oleh 2 orang saksi. 

3. Dasar Hukum Percatatan Kelahiran 

Dasar hukum dalam Perundang-Undangan untuk melakukan 

pencatatan kelahiran ini adalah
30

: 

a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

b. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan. 

c. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan. 

e. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 Tentang Formulir 

dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil . 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 

h. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata 

cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
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C. Pengertian Maqashid Syari’ah 

Dalam kitab “al Ijtihad al Maqasidy” karya Prof. Dr. Nuruddin bin 

Mukhtar al Khadimi mengatakan bahwa: secara lughawi, maqasid al syari‟ah 

terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari‟ah. Maqasid
31

 adalah bentuk 

jama‟ dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari‟ah secara 

bahasa berarti المواضع تحدر الى الماء yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan 

menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. 

Secara etimologi maqashid syari‟ah merupakan istilah gabungan dari 

dua kata maqashid dan al syari‟ah. Maqashid adalah bentuk plural dari 

maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja 

qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. 

Syari‟ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju 

mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok 

kehidupan. Syari‟ah secara terminologi adalah al nusus al muqaddasah (teks-

teks suci) dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali 

belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, maqasid al 

syari‟ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan 

hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan 

syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks 

syariah.
32

 

                                                             
31

 Mansour Faqih. Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Indonesia, Semarang: 

Walisongo Press, 1994, hal.65. 
32

 Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal), h. 2 



 

 

29 

Membicarakan tentang maqashid syari‟ah atau tujuan hukum Islam 

merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput 

dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama 

menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya 

sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat Membicarakan tentang 

maqashid syari‟ah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan 

penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar 

hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh 

dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam 

filsafat.
33

 

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang 

berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syari‟ah. Kata-kata itu ialah 

maqasid al-syari‟ah, al-maqasid al-syar‟iyyah fi al-syari‟ah, dan maqasid 

min syar‟i al-hukm. Menurut al Syatibi sebagai yang dikutip dari 

ungkapannya sendiri: 

 والدنيا الدين فى مصالحهم قيام فى الشارع مقاصد لتحقيق وضعت...الشريعة ىذه
 34معا

 “Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia di dunia dan di akhirat.” Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh 

al-Syatibi:” Hukum-hukum disyari‟atkan untuk kemaslahatan hamba." 
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Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam 

melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh 

ulama usul fiqh tentang istilah maqashid. Ulama klasik tidak pernah 

mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi 

yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan 

definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan 

maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap 

maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati 

tanggapan ulama klasik yang berbagai inilah yang menjadi unsur di dalam 

definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa 

yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap 

ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-

nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran 

dan al-Sunnah. 

Secara substansial maqashid syari‟ah mengandung kemaslahatan, 

baik ditinjau dari maqashid al-syari‟ (tujuan Tuhan) maupun maqashid 

almukallaf (tujuan hamba). maqashid al-syari‟ (tujuan Tuhan) ialah maqashid 

yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah 

mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, 

maqashid al-mukallaf adalah tujuan syariat bagi hamba dalam melakukan 

sesuatu perbuatan. maqashid al-mukallaf berperan menentukan sah atau batal 

sesuatu amalan. Pembagian maqashid syari‟ah: 
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1. Maqashid Syari‟ah ditinjau dari cangkupan
35

:  

a. Maqashid „Ammah  

yaitu makna-makna dan hukum yang telah dideskripsikan oleh 

Al-Syari‟ dalam seluruh permasalahan syara‟, tujuannya secara umum 

tanpa mengkhususkan. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta 

(QS: Al-Anbiya:107), Penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), 

menghilangkan kesulitan atau memudahkan (QS. Al-Baqarah: 185)  

b. Maqashid Kash-shah  

Yaitu, merupakan makna dan kemaslahatan yang ada dalam 

sebuah hukum syariat yang sifatnya khusus. Contoh : tujuan syariat 

dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah 

memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar 

masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta 

memastikan garis nasab manusia (Qs. An-Nisa: 1) 

c. Maqashid Jauziyah  

Yaitu, tujuan syariat di masing-masing hukum syar‟i. contoh: 

tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk tawatsuq keterikatan 

dan kepercayaan. 

2. Maqasid Syari‟ah ditinjau dari tingkat kebutuhannya:  

Maqasid syari‟ah pada pembagian ini terbagi menjadi: Maqasid 

Dharuriyah (Primer) dan Maqasid Hajiyah (Sekunder).  
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(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 139 



 

 

32 

a. Maqasid Dharuriyah (Primer) Maqasid dharuriyah adalah tujuan-

tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya 

wajib terpenuhi. Ulama Ushuliyyin mengistilahkan maqasid 

dharuriyah dengan sebutan “Kulliyatu alkhams” atau lima asas, yaitu :  

1) Hifz ad Din, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. 

Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta 

mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan 

atas dasar Hifz ad Din, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; 

disyari‟atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat 

akidah dan iman, disyariatkanyan dzikir dan pembacaan al Qur‟an, 

pembangunan masjid atau tempattempat ibadah, madrasah, 

universitas, majlis-majlis pengajian,dll.  

2) Hifz an Nafs, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa 

manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, 

ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap 

jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria‟t seperti; larangan 

membunuh tanpa hak, disyari‟atkan qishas, larangan qoth at thoriq 

(pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah bahkan 

wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya 

sebagai wujud pemuliaan-, dan beberapa syari‟at lainnya yang 

berdimensi menjaga nyawa / jiwa.  

3) Hifz al ‟Aql berarti pemeliharan terhadap akal dari berbagai hal 

yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah 
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disyari‟atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang 

memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.  

4) Hifz an Nasl, an Nasb dan al „Ard yang artinya menjaga 

keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan 

terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari 

ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur‟an beberapa 

hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, 

pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk 

mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak 

tiga), dan juga disyari‟atkan hukuman bagi syudzudz (hubungan 

sesama jenis) dan sebagainya.  

5) Hifz al Mal yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta 

membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta 

ini telah disyari‟atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, 

ghasab (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), 

menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain. 

b. Maqasid Hajiyah (sekunder)  

Ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat 

kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, 

hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal 

akibatnya. Maqasid hajiah“Al mashalih al hajiyah” yang memiliki arti 

kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-

beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari 
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maqasid hajiyah adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang 

yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai 

sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga 

dibolehkannya salam (akad pesan memesan), sewa-menyewa, 

muzara‟ah (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah 

memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya 

dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), mudharabah 

(kongsi), qiradh (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan 

qashar (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, 

melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.
36
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penilitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendudukan Dan Pencatatan 

Sipil Bangkinang. Penelitian dilokasi tersebut sangat tepat untuk diteliti, 

karna ingin mengetahui proses pembuatan akta kelahiran anak bagi 

pasangan pelaku pernikahan sirri dan ditempat tersebut sangat cocok 

sebagai objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian menunjukkan batas penelitian itu dilakukan dari 

mulai hingga akhir. Dengan kata lain, waktu penelitian menunjukkan 

kapan penelitian itu dilakukan. Maka dalam penelitian ini, waktu yang 

digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 

dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) 

bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang 

meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan 

berlangsung. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data dari informan penelitian. 

Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan 

lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut 

dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi 

narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan 

informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.
37

 

 Oleh sebab itu subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan 

dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karna itu, 

Subjek Penelitian pada kasus ini adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Bangkinang Bapak SUPARDI dan Ibu Kasih Akta 

Kelahiran Ibu NURHAIDA HELFI. 

2. Objek Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, 

atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek 

penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika 

kita berbicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan 

dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek 

penelitian.
38
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Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam 

penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan 

permaslahan ini Objek Penelitian adalah tentang percepatan cakupan 

kepemilikan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif maqashid 

syari‟ah. 

 

C. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan 

pengurus Lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya 

akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. 

Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 2 orang yang terdiri dari 

kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil bapak SUPARDI dan ibuk 

kasih akta kelahiran ibuk NURHAIDA HELFI 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang 

menghadirkan data deskriptif beberapa kata tulisan atau lisan dari orang 

orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini bersifat 

kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan daya deksriptif dari 

informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka 

alami terhadap fokus penelitian. 
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2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data 

Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data primer merupakan sumber 

data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer 

penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara 

akan dilakukan terhadap bapak SUPARDI dan ibuk NURHAIDAH 

HELFI. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data 

sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan buku-buku kepustakaan yang 

berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian merupakan kegiatan yang procedural (harus dilakukan 

dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data 

digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga 

diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Observasi  

Observai ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. 

Observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat 

(non-partisipasi). Dalam pengamatan terlibat, penelitian ikut terlibat dalam 

aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data dalam penelitian, 

sedangkan dalam pengamatan yang tidak terlibat, peneliti tidak ikut 

terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data penelitian. 
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2. Wawancara 

Yaitu suatau metode pengumpulan data melalui proses dialog dan 

tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap 

bapak SUPARDI dan ibuk NURHAIDAH HELFI di Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Bangkinang. 

3. Dokumentasi 

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan menganalisis 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, 

baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah serta yang 

lainnya di perpustakaan, dan pengumpulan data melalui dokumen bisa 

menggunakan alat kamera atau dengan cara fotocopy. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan 

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan ke orang lain.
39

  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data 

secara rinci dan sistematis yang diperoleh penulis dengan perbandingan data 

atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat sehingga 

diperoleh pendalaman yang mendalam dan menyeluruh. Dalam penelitian ini 

pertama mendiskripsikan tentang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung 
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Jawab Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah kemudian dianalisis sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.  

Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah pola 

pikir deduktif, hal ini dikarenakan penelitian ini diawali dengan pembahasan 

yang umum terlebih dahulu baru kemudian mengerucut ke pembahasan yang 

lebih khusus. Pembahasan yang umum terlebih dahulu yang bersumber dari 

Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan dan 

prosedur pembuatan Akta Kelahiran, kemudian mengerucut kepembahasan 

yang lebih khusus tentang penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak 

sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran. Selanjutnya 

adalah menarik kesimpulan dengan menghubungkan antara fakta yang terjadi 

dengan Undang-undang yang berlaku tersebut selaras atau bertolak belakang. 

 
G. Teknik Penulisan 

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan 

data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Deduktif 

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau 

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 
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2. Metode Induktif 

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau 

gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil 

kesimpulan secara umum. 

3. Metode Deskriptif Analitif 

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang 

diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut 

kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan SPTJM bagi pelaku pernikahan sirri untuk kebenaran 

pasangan suami isteri sebagai pengganti akta nikah dalam salah satu 

persyaratan pembuatan akta kelahiran adalah sebagai inovasi upaya 

percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan 

kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua 

pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan 

suami isteri. Sehingga dari data sekunder yang penulis peroleh dari 

Dispendukcapil Bangkinang ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 9 

Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran. 

2. Menurut analisa penulis menyimpulkan bahwa penggunaan surat 

pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami 

isteri sebagai pengganti akta nikah disini adalah sebagai inovasi upaya 

percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan 

kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua 

pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan 

suami isteri dan ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah sebagai unsur 

pokok tujuan hukum islam penggunaan SPTJM sebagai solusi menjadi 

cara perkembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam untuk 

mengatasi anak hasil  pernikahan sirri demi kemaslahatan anak dan istri 

yang terdapat pada pasal 4 ayat 2. 
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B. Saran 

Adapun saran dari penulis terhadap penelitian ini disampaikan kepada 

masyarakat : 

1. Kepada masyarakat hendak mencatatkan perkawinannya, bagi masyarakat 

yang masih berstatus di bawah tangan ataupun nikah sirri hendaklah isbat 

nikah ke pengadilan dan mencatatkan ke KUA supaya perkawinannya sah 

dimata negara dan mendapatkan akta kelahiran yang menyatakan anak 

tersebut adalah hasil dari perkawinan suami istri yang sah.  

2. Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Lebih mensosialisasikan 

kepada masyarakat yang mengurus akta lahir anak yang status 

perkawinannya tidak tercatat agar mengisbat kan perkawinanya.  

3. Kepada Kantor Urusan Agama supaya lebih mensosialisasikan pentingnya 

pencatatan perkawinan terhadap masyarakat supaya tercapai ketertiban 

dalam pencatatan. 
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